SURAT PERJANJIAN

untuk melaksanakan
Paket Pekerjaan Konstruksi:
PEMBANGUNAN POLI Il PADA RSUD dr.SOEDIRAN MANGUN SUMARSO

Nomor: 027/03/PPK/POLI 1112021

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut “Kontrak")
dibuat dan ditandatangani di Wonogiri pada hari Jumat tanggal Dua Puluh Lima
bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu antara SLAMET PUJIANTO, S.Kep,
MM, selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk dan atas nama RSUD
dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri yang berkedudukan di JI. Jend.
A. Yani no 44 Wonogiri berdasarkan Surat Keputusan Direktur RSUD dr. Soediran
Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri No. 136 Tahun 2020 Tanggal 28 Desember
2020 selanjutnya disebut "PPK" dan Ir. HASTO TRIADI Kepala Cabang, yang
bertindak untuk dan atas nama PT. Dwi Ponggo Seto, yang berkedudukan di Jin
Singokobro No. 15, Desa Siman, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo, Jawa
Timur berdasarkan Akta Pendirian No. 20, tanggal 6 April 1976. pada Notaris DJOKO
SOEPADMO, SH dan Akta perubahan terakhir No. 07, tanggal 2 Agustus 2017 pada
Notaris HARTATI HADIWIJAYA, SH, serta Akta Pendirian Cabang dan Kuasa
Perseroan Terbatas, No. 31, tanggal 19 Aprii 2021 pada Notaris HARTATI
HADIWIJAYA, SH , selanjutnya disebut "Penyedia”

MENGINGAT BAHWA:

(a) PPK telah meminta Penyedia untuk menyediakan Pekerjaan Konstruksi
sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir
dalam Kontrak ini (selanjutnya disebut “Pekerjaan Konstruksi”),

(b) Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional,
personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan
Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak
ini:

(c) PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani
Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;

(d) PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan

penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:

1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat,

2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;

3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;

4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan
mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta
dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui
hal-hal sebagai berikut:

"



. Total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
yang diperoleh berdasarkan kuantitas dan harga satuan pekerjaan sebagaimana
tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar Rp.
20.550.053.000,- (Dua puluh milyar lima ratus lima puluh juta lima puluh tiga
ribu rupiah);

peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna
yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;
dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak
terpisahkan dari Kontrak ini:

adendum Surat Perjanjian;

pokok perjanjian;

surat penawaran berikut daftar kuantitas dan harga (apabila ada);
syarat-syarat khusus Kontrak;

syarat-syarat umum Kontrak;

spesifikasi khusus,

spesifikasi umum;

gambar-gambar, dan

dokumen lainnya seperti. jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP, Berita Acara
Penjelasan Lanjutan (apabila ada).

Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi
pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam
dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang
lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka 3 di atas;

Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak
yang meliputi khususnya:

a. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk:

1) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;

2) meminta l|aporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan
pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia,

3) memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh
Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan
Kontrak;

4) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak
yang telah ditetapkan kepada Penyedia;

b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:

1) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan
harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;

2) meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK
untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;

3) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;

4) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal
pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;

5) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan
penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan,
peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan
permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan,
penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;

6) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan
pelaksanaan yang dilakukan PPK;

7) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan
pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;

8) mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi
lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada
masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.
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6. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam
Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak dengan tanggal mulai dan penyelesaian
keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus

Kontrak.

DENGAN DEMIKIAN, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani
Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama Untuk dan atas nama Penyedia
RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso PT. DWI PONGGO SETO
Kabupaten Wonogiri
2 mitmen

Pejabat Pe

Ir. HASTO TRIADI

Kepala Cabang



LAMPIRAN II
SURAT FERJANJIAN

NOMOR : 027/03/FFK/POLI 11/ 2021

TANGGAL  : 25 Juni 2021

SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUF)

A. Ketentuan Umum

1.

Definisi

Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak
in1 harus mempunyai arti atau tafsiran seperti yang dimaksudkan
sebagai beriicut:

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.5

1.9

Pekerigsan Konmstruksi adalah seluruh pekerjaan yang
berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan
atau pembuatan wuiud fisik lainnya.

Pengguna Anggaran yang selanjutnva disebut PA adalah
pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggzaran
Kementerian/ Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah
atau Pejabat vang disamakan pada Institusi lain Pengguna
AFBN/AFBD.

Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjuirya disebut KPA
adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk
menggunakan AFPBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah
untuk mengzunakan APBD.

Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK
adalah pejabat vang bertanggung jawab atas pelaksanaan
Pengadaan Pekerjaan Konstruksi.

Aparat Pengawas Intern Femerintah atau pengawas intern
pada institusi lmin vang selanjutnya disebu: AFIP adalah
aparat yang melakukan vengawasan melalui audit, reviu,
evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain
terhadap penyelengzaraan tugas dan fungsi organisasi.
Penyedia adalah badan usaha atau orang perseorangan yvang
menyediakan Pekerjaan Konstruksi.

Subpenyedia adalah penyedia vang mengadakan perjanjian
kerja dengan penyedia penanggung jawab kontrak, untuk
melaksanakan sebagian pekerjaan (subkontrak).
Kemitraan/KSO adalah kerja sama usaha antar penyedia
baik penyedia nasional maupun penyedia asing, yang
masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan
tanggung jawab yarng jelas berdasarkan perjanjian tertulis.
Surat Jaminan vang selanjutnya discbut Jaminan, adalah
jaminan tertulis yang bersifat mudah dicairkan dan tidak
barsyarat (uncondifional), yang dikeluarkan olsh Bank
Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi yang
diserahkan oleh penyedia kepada FFK/Pokja ULP untuk
menjamin terpenuhinya kewajiban penyedia.

Kontrak Pengedaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut
Kontrak adalah perjanjian tertulis antara FPK dengan
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1.18

1.19

1.20

1.21]

1.22

penyedia yang mencakup Syarat-Syarat Umum Kontrak
(SSUK) ini dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) serta
dokumen lain yang merupakar bagian dari kontrak.

Nilai Kontrak adalah total harga vang tercantum dalamn
Kontrak.

Hari adalah hari kalender.

Direksi lapangan adalah tim pendukung vyang
dibentuk/ditetapkan oleh PPK, terdiri dari 1 (satu)
orang atau lebih, vang ditentukan dalam syarat-syarat
%Yhusus kontrak untik mengendalikan pelaksanaan
pekerjaan,

Direksi  teknis  adalah tm  pendukung  yang
ditunjuk/ditetapkan oleh PPK  untuk mengawasi
pelaksanaan pekerjaan.

Daftar kuantitas dan harga (rincian harga penawaran)
adalah daftar kuantitas yang telah diisi harga satuan dan
jumlah biaya keseluruhannya yang merupakan bagian dari
penawaran.

Harga Perkiraan Sendiri (HPS) adalah perhitungan
perkiraan biaya pekerjaan yang disusun oleh FPK,
dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat
dipertanggungjawabkan serta digunakan oleh Fokja UKPB]
untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya.
Pekerjann utama adalah jenis pekerjaan yang secara
langsung menunjang terwujudnya dan berfungsinya suatu
konstruksi  sesuai  peruntukannya yang ditetapkan
sebagaimana tercantum dalem LDF;

Harga Satuan Pekerjaan (HSP) adalah harga satu jenis
pekerjaan tertentu per satu satuan tertentu;

Mietoda pelaksanaan pekerjaan adalah cara kerja yang
layak, realishik dan dapat dilaksanakan untuk menyelesaikan
seluruh  pekerjaan  dan  diyakini  menggambarkan
pengrasaan cdalam penyelesaian pekerjaan dengan tahap
pelaksanaan yang sistimatis berdasarkan sumber daya yang
dimiliki penawar;,

Jadwal waktu pelaksanaan adalah jadwal yang
menunjukkan kebutuhan waktu yang diperlukan untuk
menyelesaikan pekerjaan, terdiri atas tahap pelaksanaan
yang disusun secara logis, realistik dan dapat dilaksanakan.
Personil inti adalah tenaza yang akan ditempatkan secara
penuh  sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan
sebagaimana tercantum dalam LDP serta posisinya dalam
manajemen pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan organisasi
pelaksanaan  vang diajukan  untuk melaksanakan
pek=rjaan.

Bagian pekerjaan yang disubkontrskkan adalah bagian
pekerjaan  bukan pekerjaan utama yang ditetapkan
sebagaimana tercantum dalam LDP, yang pelaksanaannya
diserahkan kepada penyedia lain dan disetujui terlebih
dahulu oleh PPK.



2. Penerapan

3. Bahasa dan
Hukum

4. Larangan
Korupsi, Kolusi
dan Nepotisme
(KKN) serta
Penipuan

1.23

1.24

1.25

1.26

1.27

1.28

SSUK

Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini
terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak’ sampai
dengan masa pemeliharaan berakhir.

Tanggal mulai kerja adalah tanggal mulai kerja penvedia
yarg dinyatakan pada Surat Perintah Mulai Kerja (SFMK),
yang diterbitkan oleh PPK.

Tanggal penyelesaian pekerjaan adalah tanzgal penyerahan
pertama pekerjaan selesai, dinyatakan dalam Berita Acara
renyerahan pertama pekerjaan yang diterbitkan oleh FPE.
Masa pemeliharaan adalah kurun waktu kontrak yang
ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak. dihitung
sejak tanggal penyerahan pertama pekerjaan sampai dengan
tanggal penyerahan akhir pekerjaan.

Kegagalan Konstruksi adulah keadaan hasil pekerjaan yang
tidak sesuai dengan spesifikasi pekerjaan sebagaimana
disepakati dalam kontrak baik sebagian maupun
keseluruhan sebagai akibat kesalahan pengguna atan
penyedia.

Kegagalan Bangunan adalah keadsan bangunan, yang
setelah diserahterimakan oleh penyedia kepada PFK dan
terlebih dahulu diperiksa serta diterima oleh Panitia/Pejabat
Penecima Hasil Pekerjaan, menjadi tidak berfungsi, baik
secara keselurvhan maupun sebagian dan/atau tidak sesuai
dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak, dari segi
teknis, manfaat, keselamatan dan kesehatan kerja, dan/atau

keselamatan umum,
diterapkan secara luas dalam pelaksanaan Pekerjaan

Konstruksi ini tetapi tidak cdapat bertentangan dengan ketentuan-
ketentuan dalam Dokumen Kontrak lain yang lebih tinggi
berdasarkan urutan hierarki dalam Surat Perjanjian.

3.1

(]
[ %]

Bahasa kontrak harus dalam Bahasa Indonesia kecuali
dalam rangka pinjaman/hibah luar negeri menggunakan
Bahasa Indonesia dan bahasa nasional pemberi
pinjaman/hibah tersebut dan/atau bahasa Inggris.

Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di
Indonesia, kecusli dalam rangka pinjaman/hibah luar
negeri menggunakan hukum yang berlaku di Indonesia atau
hukum yang berlaku di negara pemberi pinjaman/hibah
(tergantung kesepakatan antara Pemerintah dan negara
pemberi pinjaman/hibah).

Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah,

dilarang untuk:

a. menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk
memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa
apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk
mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut
dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini;



Asal Material/
Bahan

Korespondensi

'ﬂ_nflkﬂ Sah Para

Fembukuan

4.2

4.3

4.4

4.5

5.1

5.2

G.1

6.2

b. membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar
dokumen dan/atau keterangan luin yang disvaratkan
untuk penyusunan dan pelaksanaan Kontrak ini,~

Penyedia menjamin bahwa yang bersangkutan (termasuk

semua  anggots  Kemitraan/KSO apabila  berbentuk

Kemitraan/KSQ) dan Sub penyedianya (jika ada) tidak akan

melakukan tindakan yang dilarang di atas.

Penyedia yang menurut penilaian PPK terbukti melakulkan

larangan-larangan di atas dapat dikenakan sanksi-sanksi

administratif oleh PPK sebagai berikut:

a. pemutusan Kontrak;

b. Jaminan Pelaksansan dicairkan dan disetorkan
sebagaimana ditetapkan dalam SSKK;

c. sisa uang muka harus dilunasi olen Penyedia; dan

d. pengenaan daftar hitam.

Pengenaan sanksi administratif di atas dilaporkan oleh PPK

kepada Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan

Institusi lainnya.

FPK vang terlibat dalam KKN dan penipuan dikenakan

sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Fenyedia harus menyampaikan asal material/bahan yang
terdiri dari rincian komponen dalam negeri dan komponen
impor.

Asal inaterial/bahan merupakan tempat material/bahan
diperoleh, antara lain tempal material/bahan ditambang,
tumbuh, atau diproduksi.

Semua korespondensi dapat berbentuk sural, e-masf
dan/atau faksimili dengan alamat tujuan para pihak yang
tercantum dalam SSKK.

Semua pemberitahuan, permohonan, atau persetujuan
berdasarkan Kontrak ini harus dibuat secara tertulis dalam
Bahasa Indonesia, dan dianggap telah diberitahukan Jika
telah disampaikan secara langsung kepada wakil sah Para
Pihak dalam SSUK, atau jika disampaikan melalui surat
tercatat dan/atau faksimili ditujukan ke alamat yang
tercantum dalam SSKK. '

Setiap tindakan yang disyaratkan atau diperbolchkan untuk
dilakukan, dan setap dokumen vyang disyaratkan atau
diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Kontrak ini oleh PPK atau
Penyedia hanga dapat dilakukan atau dibuat oleh pejabat varg
disebutkan dalam SSKK. Khusus untuk penyedia perseorangan,
Penyedia tidak boleh diwakilkan.

Penyedia diharapkan untuk melakukan pencatatan keuangan yang
akurat dan sistematis sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan
i berdasarkan standar akuntansi yang berlaku.



9. Perpajakan
10. Pengalihan
dan/atau
Subkontrak
11. Pengabaian
12. Penyedia
Mandiri

13. Kemitraan/KSQ

14. Pengawasan

FPekerjaan

15. Persetujuan
Pengawas
Pekerjaan

Penyedia, Subpenyedia (jika ada), dan Personil yang bersangkutan
berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan
pungutan lain yang dibebankan oleh peraturan perpajakan atas
pelaksanaan Kontrak ini. Semua pengeluaran perpajakan ini
dianggap telch termasuk dalam Nilai Kontrak.

10.1  Penyedia dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh
Kontrak ini. FPengalihan seluruh  Kontrak hanya
diperbolehkan dalarn bal pergantian nama Penyedia, baik
sebagai akibat peleburan (merger) maupun akibat lainnya.

10.Z2  Penyedia dilarang untuk mensubkontrakkan
sebagian/seluruh pekerjaan utama dalam Kontrak ini.

10.3  Subkontrak sebugian pekerjaan utama hanya diperbolehkan
kepada Penyedia spesialis setelah persetujuan tertulis dari
FFK. Penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian
pekerjasn yang disubkontrakkan.

10.4  Jike ketentuan di atas dilanggar maka Kontrak diputuskan
dan Penyedia dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam
SSKK.

Jika terjaci pengabaian oleh salu Pihak terhadap pelanggaran
ketentuan tertentu Kontrak oleh Pihak yang lain maka pengabaian
tersebut tidak menjadi pengabaian vang terus-menerus selama
Masa Kontrak atau seketka menjadi pengabaian terhadap
pelanggaran ketentuan yang lain. Pengabaian hanya dapat
mengikat jika dapat dibuktikan secara tertulis dan ditandatangani
oleh Wakil Sah Pihak yang melakukan pengabaian.

Penvedia berdasarkan Kontrak ini bertanggung jawab penuh
terhadap personil dan subpenyedianya (jika ada) serta pekerjaan
yang dilakukan oleh mereka.

Kemitraan/KSO memberi kuasa kepada salah satu anggota yang
disebut dalam Sural Perjanjian untuk bertindak atas nama
Kemitraan/KSO dalam pelaksanaan hak dan kewajiban terhadap
PPK berdaserkan Kontrak ini.

14.1 Selama berlangsungnya pelaksanaan pekerjaan, PPK jika
dipandang perlu dapat mengangkat Pengawas Pekeriaan
yang berasal dari personil PPK atan konsultan pengawas.
Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk mengawasi
pelaksanaan pekerjaan,

14.2  Dalain melaksanakan kewajibannya, Pengawas Pekerjaan
selalu bertindak untuk kepentingan PPK. Jika tercantum
dalam SSKK, Pengawas Pekerjaan dapat bertindak sebagai
Wakil Sah PPK.

15.1 Semua gambar yang digunakan untuk mendapatkan Hasil
Pekerjaan baik yang permanen maupun sementara harus
mendapatkan persetujuan Pengawas Pekerjaan.



15.2

Jika dalam pelaksanaan pekerjaan ini diperlukan terlebih
dakulu adanya Hasil Pekerjaan Sementara maka penyedia
berkewajiban untuk menyerahkan spesifikasi dan gambar
usulan Hasil Pekerjaan Sementara tersebut untuk disetujui
oleh Pengawas Pekerjaan. Terlepas dari ada tidaknya
persefujuan Pengawes Pekerjaan, penyedia bertanggung
jawab secara penuh atas rancangan Hasil Pekerjaan
Sementara,

16. Perintah Penyedia berkewajiban untuk melaksanakan semua perintah
Pengawas Pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan Pengawas
Pekerjaan dalum Kontrak iri.

17. Penemuan- Penyedia wajib memberitahukan kepada PPK dan kepada pihak
penemusan yang berwenang semua penemuan benda/barang yang mempunyai
nilai sejarah atau penemuan kekayaan di lokasi pekerjaan yang

menurut peraturan perundang-undangan dikuasai oleh negara .

18. Ak!eakelnkxm 18.1
Kerja

18.2

Penyedia berkewajiban untuk menjamin akses PPK, Wakil Sah
PPK dan/atau Pengawas Pekerjaan ke lokasi kerja dan lokasi
lainnya dimana pekerjaan ini sedang atau akan dilaksanakan.
Penyedia harus dianggap telah menerima kelayakan dan
kerersediaan jalur akses menuju lapangan. Penyedia harus
berupaya menjaga setiap jalan atau jembatan dari kerusakan
akibat penggunaan/lalu lintas penyedia atau akibat personil
penyedia. Kecuali ditentukan lain maka :

a. Penyedia harus bertanggung jawab atas pemeliharaan
yarg mungkin diperlukan akibat perigunaan jalur akses.

b. Penyedia harus menyediakan rambu atau petunjuk
sepanjang jalur akses, dan mendapatkan periziran yang
mungkin  disyaratkan oleh otoritas terkait untuk
penggunaan jalur, rambu, dan petunjuk.

c. Biaya karena ketidak layakan atau tidak tersedianya jalur
akses untuk digunakan oleh penyedia, harus ditanggung
penyedia.

d. PPK tidak bertanggung jawab atas klaim yang mungkin
timbul akibat penggunaan jalur akses.

e. PPK tidak bertanggung jawab atas klaim yang mungkin
timbul selain penggunaan jalur akses tersebut,

B. Pelaksanaan, Penyelesaian, Adendum dan Pemutussn Kontrak

19. Jadwel 19.1
Pelaksanaan
Pekerjaan -

19.2

19.3

19.4

Kontrak ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan
Surat Ferjanjian oleh Para Pihak atau pada tanggal yang
ditetapkan dalam SSKK.

Waktu pelaksaniaan kontrak adalah jangka waktu yang
ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrek dihitung
sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SFMK.
Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang
ditentukan dalam SSKK.

Apabila penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan
pekerjaan  sesuai  jadwal karena keadaan diluar



B.1 Pelaksanaan Pekerjaan

20. Penyerahan
Lokasi Kerja

21. Surat Perintah
Mulai Kerja
(SPMK)

22. Program Mutu

20.1

20.2

20.3

21.1

21.2

22.1

22.2

22.3

224

225

22.6

pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian
tersebut kepada PPK, maka PPK dapat melakukan
penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan
adendum kontrak.

FPK berkewajiban untuk menyerahkan keseluruhan lokasi
kerja kepads penyedia sebelum SPMK diterbitkan,
Penyerahan dilakukan setelah sebelumnya dilakukan
pemeriksaan lapangan bersama. Hasil pemeriksaan dan
penyerahan dituangkan dalam berita acara penyerahan
lokasi ketja.

Jika dalam pemeriksaan lapangan bersama ditemukan hal-
hal yang dapat mengakibatkan perubahan isi Kontrak maka
perubahan tersebut harus dituangkan dalam adendum
Kontrak.

Jika penyerahan hanya dilakukan pada bagian tertentu dari
lokasi kerja maka FPK dapat diangzap telah menunda
pelaksanaan pekerjaan tertentu yang terkait dengan bagian
lokasi kerja tersebut, dan kondisi ini ditetapkan sebagai
Peristiwa Kompensasi.

FFK menerbitkan SPMK selambat-lambatnya 14 (empat
belas) hari sejak tanggal penanda-tanganan kontrak.

Dalam SPMK dicantumkun saat paling lambat dimulainya
pelaksanaan kontrak oleh penyedia.

Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan program mutu
pada rapat persiapan pelaksanaan kontrak untuk disetujui
oleh FPK.

Program mutu disusun paling sedikit berisi:

a. informasi mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan;
b. organisasi kerja penyedia; :

c. jadwal pelaksanaan pekerjaan;

d. prosedur pelaksanaan pekerjaan;

e. prosedur instruksi kerja; dan

f. pelaksana kerja.

Program mutu dapat direvisi sesuai dengan kondisi lokasi
pekerjaan,

Penyedia berkewajiban untuk memutakhirkan program
mutu jika terjadi adendum Kontrak dan Peristiwa
Kompensasi.

Pemutakhiran program mutu harus menunjukkan
perkembangan kemajuan setiap pekerjaan dan dampaknya
terhadap penjadwalan sisa pekerjaan, termasuk perubahan
terhadap urutan pekerjaan. Pemutakhiran program mutu
harus mendapatkan persetujuan PPK.

Persetujuan PPK terhadap program mutu tidak mengubah
kewajibar. kontraktua! penyedia.



23. Rapat Persiapan  23.1
Pelaksanaan
Kontrak

23.2

24. Mobilisasi 24.1

24.2

243

25. Pemeriksaan 25.1

25.2

25.3

254

B.Z Pengendalian Waktu

Selambat-lambatnya 7 (fujuh) hari sejak diterbitkannya

SFMK dan sebelum pelaksanaan pekerjaan, FPK bersama

dengan penyedia, unsur perencanaan, dan unsur

pengawasan, harus sudah menyelenggarakan rapat

persiapan pelaksaniaan kontrak,

Beberapa hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat

persiapan pelaksanaan kontrak melinuti:

a. program mutu;

b. orzanisasi kerja;

¢. tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan;

d. jadwal pelaksanaan pekerjaan;

e. jadwal pengadaan bahan/material, mobilisasi peralatan
dan personil; ‘

f. penyusunan rencana dan pelaksanaan pemeriksaan
lokasi pekerjaan.

Mobilisasi paling lambat harus sudah mulai dilaksanakan
dalam waktu 30 (tiga puluh) harni sejak diterbitkan SPMK.

Mobilisasi dilakukan sesuai dengan lingkup pekerjaan,

yaitu:

a. mendatangkan  peralatan-peralatan  terkait yang
diperiukan dalam pelaksanaan pekerjaan;

b. mempersiapkan fasilitas seperti kantor, rumah, gedung
laboratorium, bengkel, gudang, dan sebagainya;
dun/atau
mandatangkﬂn personil-personil,

MD]‘JI tsasi peralatan dan personil dapat dilakukan secara

bertahap sesuai dengan kebutuhan.

Apabila diperlukan, pada tahap awal pelaksanaan Kontrak,
FPFK  bersama-sama  dengan penyedia melakukan
pemeriksaan  lokasi pekerjaan  dengan  melakukan
pengukuran dan pemeriksaan detail kondisi lokasi pcker_lﬂnn
untuk setiap rencana mata pemba;;.rnran

Untuk pemeriksaan bersama ini, PA/KPA dapat memb&nruk
Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksana-an Kontrak atas usul FPK.
Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam Berita Acara.
Apabila dalam pemeriksaan bersama mengakibatkan
perubahan isi Kontrak, maka harus dituangkan dalam
adendum Kontrak.

Jika ‘nasil pemeriksaan menunjukkan bahwa Personil
dan/atau Peralatan ternyata belum memenuhi persyaratan
Kontrak maka penyedia tetap dapat melanjutkan pekerjaan
dengan syarat Personil dan/atau Peralatan yang belum
memenuhi syarat harus segera diganti dalam jangka waktu

yang disepakati bersama.



26. Waktu
Penyelesaian
Pekerjaan

27, Perpanjangan
Waktu

28. Penundaan oleh
Penguwas

29. Rapat
Pemantsuan

26.1

26.3

264

Z7.1

Kecuali Kontrak diputuskan lebih awal, penyedia
berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekeljaan pada
Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekeriaan sesuai
dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan
selambat-lambatnya pada Tangzal Penyelesaian vyang
ditetapkan dalam SPMK.

Jika pekerjaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian
bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau
karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia
dikenakan dends.

Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh
Peristiwa Kompensasi maka PPK dikenakan kewajiban
pembayaran ganti rugi. Denda atau ganti rugi tidak
dikenakan jika Tanggal Penyelesaian disepakati oleh Para
Fihak untuk diperpanjang.

Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam angka 26 ini
adalah tanggal penvelesaian semua pekerjaan.

Jika terjadi Perishwa Komipensasi schingga penyelesaian
pekerjaan akan melampaui Tanggal Penyelesaian maka
penyedia berkak untuk meminta perpanjangan Tanggal
Penyelesaian berdassrkan data penunjang. FPK berdasarkan
pertimbangan Pengawes Pekerjaan memperpanjang Tanggal
Peny:lesaian FPekerjaan secara lertulis. Perpanjangan
Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui adendum
Kontrak jika perpanjangan tersebut mengubah Masa
Kontrak.

FPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan harus
telah menetapkan ada tideknya perpanjangan dan untuk
berapa lama, dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari
setelah penyedia meminta perpanjangan. Jika penyedia lalai
untuk memberikan peringatan dini atas keterlambatan atau
tidak dapat bekerja sama untuk mencegah keferlambatan
maka keterlambatan seperti ini tidak dapat dijadikan alasan
untuk memperpanjang Tanggal Penyelesaian.

Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan secara tertulis penyedia

untuk menunda pelaksanaan pekerjaan. Setiap perintah penundaan
ini harus segera ditembuskan kepada FPK.

291

29.3

Pengawas Pekerjaan atau penyedia dapat menyelenggarakan
rapat pemantauan, dan meminta satu sama lain untuk
menghadiri  rapat  tersebut. Rapat  pemantauan
diselenggarakan untuk membahas perkembangan pekerjaan
dan perencanaaan atas sisa pekerjaan serta untuk
menindaklanjuti peringatan dini.

Hesil rapat pemantauan akan dituangkan oleh Pengawas
Pekerjaan dalam berita acara rapat, dan rekamannya
diserahkan kepada FPK dan pihak-pihak yang menghadiri
rapat.

Mengenai hal-hal dalam rapat yang perlu diputuskan,



30. Peringatan Dini

30.1

30.2

B.3 Penyelesaian Kontrak

31. Serah Terima
Pekerjaan

311

31.2

31.3

314

31.5

31.8

Pengawas Felerjaan dapat memutuskan baik dalam rapat
atan setelah rapat melalui pernyataan tertulis kepada semua

pihak yang menghadiri rapat.

Penvedia berkewajiban untuk memperingatkan sedini
mungkin Pengawas Pekerjaan atas peristiwa atau kondisi
tertentu  yang aapat mempengaruhi muty pekerjaan,
menaikkan Nilai Kontrak atau menunda penyelesaian
pekerjaan. FPengawas Pekerjaan dapat memerintahkan
penyedia untuk menyampaikan secara tertulis perkiraan
dampak peristiwa atau kondisi tersebut di atas terhadap
Nilai Kontrak dan Tanggal Penyelesaian. Pernyataan
perkiraan ini harus sesegera mungkin disampaikan oleh
penyedia.

Penyedia berkewajiban untuk bekerja sama dengan
Pengawas Pekerjaan untuk mencegah atau mengurangi
dampak peristiwa atau kondisi tersebut,

Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus),
penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK
untuk penyerahan pekerjaan.

Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPK dibantu oleh
Tim Teknis dan Konsutan Pengawas.

PPK dibantu Tim Teknis dan Konsultas Pengawas melakukan
penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan
oleh penyedia. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan
dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib
memperbaiki/menyelesakannya, atas perintah PPK,

PPK menerima penyerahan pertama pekerjaan setelah
seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan Kontrak dan dibantu oleh Tim Teknis dan
Konsultas Pengawas.

Pembayaran dilakukan sebesar 95% (sembilan puluh lima
perseratus) dari nilai kontrak, sedangkan yang 5% (lima
perseratus) merupakan retensi selama masa pemeliharaan,
atdau pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus
perseratus) dari nilai kontrak dan penyedia harus
menyerahkan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima
perseratus) dari nilai kontrak.

Penyedia wajib memelihara hasil pekerjaan selama masa
pemeliharaan sehingga kondisi tetap seperti pads saat
penyerahan partama pekerjasn.

Setelah masa pemeliharaan berakhir, penyedia mengajukan
permintaan secara tertulis kepada FFK untuk penyerahan
akhir pekerjaan.

FFK menerima penyerahan akhir pekerjaan setelah penyedia
melaksanakan semua  kewajibannya selama masa
pemeliharaan dengan baik. PPK  waiib melakukan
pembayaran sisa nilai kontrak yang belum dibayar atau

Va



32. Pengambilalihan

33. Pedoman
Pengoperasian
dan Perawatan

B.4 Adendum

34. Perubahin
Kontrak

35. Perubahan
ngku P
Pekerjaan

mengembalikan Jaminan Femeliharaan.

31.9 Apabila penyedia tidak melaksanakan  kewajiban
pemeliharaan sebagaimana mestinva, maka PPK berhak
menggunakan  uang  retensi untuk  membiayai
perbaikan/pemeliharaan  atau  mencairkan  Jaminan
Pereliharaan.

31.10 Jika Hasil Pekerjaan berupa bangunan maka umur
konstruksi bangunan ditetapkan dalam SSKK.

FFK akan mengambil alih lokasi dan hasil pekerjaan dalan: jangka
wakiu  ftertentu  setelah  dikeluarkan  surat  keterangan
selesai/ pengakhiran pekerjaan.

33.1 Penyedia diwajibkan memberikan vetunjuk kepada PFK
tentang pedoman pengoperasian dan perawatan sesuai
dengan SSKK.

332 Apabila  penyedia  tidak  memberikan  pedoman
pengoperasian dan perawatan, PPK berhak menahan uang
retensi atau Jaminan Pemeliharaan,

34.1 Konlrak hanya dapat diubah melalui adendum kontrak.
34.2  Perupahan Kontrak bisa dilaksanakan apabila disetujui ol=h
para pihak, meliputi:

a. perubahan pekeriaan disebabkan oleh sesuatu hal yang
dilakukan oleh para pihak dalam kontrak sehingga
mengubah lingkup pekerjaan dalam kontrak;

b. perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya
perubahan pekerjaan;

c. perubahan harga kontrak akibat adanya perubahan
pekerjaan, perubahan pelaksanaan pekerjaan dan/aiau
penyesuaian harga.

343 Untuk kepentingan perubahan kontrak, PA/KPA dapat
membentuk Panitia/Pejabat Peneliti Felaksanaan Kontrak
atas usul PFK.

35.1 Apabila terdapat perbedsan yang signifikan antara kondisi
lokasi pekerjaan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan
spesifikasi yang ditentukan daiam Dokumen Kontrak, maka
PPK bersama penyedia dapat melakukan perubahan kontrak
yang meliputi antara lain :

a. menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang
tercantum dalam Lontrak;

b. mengurangi atau menambah jenis pekerjaan;

c. mengubah spesifikasi tekanis dan gambar pekerjaan sesuai
dengan kebutuhan lokasi pekerjaan; dan/atau

d. melaksanakan pekerjaan tambah yang belum tercantum
dalam kontrak yang diperlukan untuk menyelesaikan
selurnh pekerjaan,

35.2 Pekerjaan tambah harus mempertimbangkan tersedianya

s



J6. Ferubahan

Jadwal
Pelaksanaan

B.5 Kecadaan Kahar
37. Keadaan Kahar

35.3

fa
2
e

36.1

3e.z2

36.3

364

36.5

37.2

374

anggaran dan paling linggi 10% (sepuluh perserstus) dari
nilai kontrak awal. )

Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh PPK secara
tertulis kepada penyedia kemudian dilanjutkan dengan
negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada
ketentuan yang tercantum dalam kontrak awal.

Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara
sebagai dasar penyusunar. adendum kontrak.

Perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh PPK
atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal
sebagai berikut:

a. vekerjaan tambah;

b. perubahan disain;

c. katerlambatan yang disebabkan oleh PPK;

d. masalah yang timbul di iuar kendali penyedia; dan/atau
e. keadaan kahar.

Waktu  penyelesaian pekerjaan dapat diperpanjang
sekuvang-kurangnya sama dengan waktu terhentinya
kontrak akibat keadaan kahar.

FFK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan atas
kontrak setelah melakukan penelitian terhadap usulan
tertulis yang diajukan olea penvedia.

PPK dapat menugaskan Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan
Kontrak untuk meneliti kelayakan usulan perpanjangan
waktu pelaksanaan.

Persetujuan perpanjangan waktu pelaksanaan dituangkan
dalam adendum kontrak.

suatit keadaan yung terjadi diluar kehendak para pihak dan
tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban
yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat
dipenuhi.

Yang digolongkan Keadaan Kahar meliputi:

. bencana alam;

bencana non alam;

bencana sosial;

. pemogokan;

kebakaran; dan/atau

gangguan industri lainnya sebagaimana dinvatakan
melalui kepuiusan bersama Menteri Keuangan dan
menteri teknis terkait.

Apabila terjadi Keadaan Kahar, maka penyedia
memberitahukan kepada FPK paling lambat 14 (empat
belas) hari sejak terjadinya Keadaan Kahar, dsngan
menyertakan pernyataan Keadaan Kahar dari pejabat yang

berwenang.
Jangka waktu yang ditetapkan dalam Kontrak untuk

e AN TR

/1



L
=
=¥

pemenuhan kewajiban Pihak vang tertimpa Keadaan Kahar
harus diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan
Jangka waktu terhentinya Kontrak akibat Keadaan Kahar.
Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat Keadaan Kahar
yang dilaporkan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak
terjadinya Keadaan Kaher, tidak dikenakan sanksi.

Pada saat terjadinya Keadaan Kahar, Kontrak ini akan
dihentikan sementara hingga Keadaan Kahar berakhir
dengan ketentuan, Penvedia berhak wuntuk menerima
pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan
pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai. Jika selama masa
Keadaan Kahar PPK memerintahkan secara tertulis kepada
Penyedia untuk meneruskan pekerjaan sedapat mungkin
maka FPenyedia berhak untuk menerima pembayaran
sebagaimara aitentukan dalam Kontrak dan mendapat
penggantian biaya yang wajar sesuai dengan yang telah
dikeluarkan untuk bekerja dalam situasi demikian.
Penggantian biaya ini harus diatur dalam suatu adendum

Kontrak.

B.6 Penghentian dan Pemutusan Kontrak
38, Penghentiandan 38.1

Pemulusan
Kontrak

38.2

38.3

384

Penghentian kontrak dapat dilakukan karena pekerjaan

sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.

Dalam hal kontrak dihentikan, maka PPK wajib membayar

kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang

telah dicapei, termasuk:

a. biaya langsung pengadaar. Bahan dan Perlengkapan
antuk pekerjaan ini. Bahan dan Perlengkapan ini harus
diserahkan oleh Penyedia kepada PPK, dan selanjutnya
menjadi hak milik PPK;

b. biaya langsung pembongkaran dan demobilisasi Hasil
Pekecjaan Sementara dan Peralatan;

c. biaya langsung demobilisasi Personil.

Pemutusan kontrak dapat dilakukan oleh pihak penyedia

atuu pihak FFK.

Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata, pemutusan Kontrak melalui

pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:

a. penyedia lalai/cidera janji dalam meiaksanakan
kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam
jangka waktu yang telah ditetapkan;

b. penyedia tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan, tidak

memulai pelaksanaan pekerjaan;

. penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh
delapan) hari dan pengnentian ini tidak tercantum dalam
program mutu serta tanpa persetujuan Pengawas
Pekerjaan;

d. penyedia berada dalam keadaan pailit; o

e. penyedia selama Masa Kontrak gagal memperbaiki Cacat
Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PFK;

(%]
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f. penyedia tidak mempertahankan keberlakuan Jaminan
Pelaksanaan,

8. denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat
kesalahan penyedia sudah melampaui 5% (lima
perseratus) dari nilai Kontrak dan PPK menilai bahwa
Penyedia tidak akan sanggup menyelesaikan sisa
pekerjaan;

h. Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk
menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan
perintah tersebut tidek ditarik selama 28 (dua puluh
delapan) hari;

L. PPK tidak menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan
angsuran sesual dengan yang disepakati sebagaimana
tercantum dalam SSKK;

. penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau

penalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan
oleh instansi yang berwenang; dan/atau
k. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan

KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam

nelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi

yang bervenang.

Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan dan Kontrak Kritis

a. Apabila penyedia terlambat melaksanakan pekerjaan
sesual jadual, maka PPK harus memberikan peringatan
secara tertulis atau dikenakan kontrak kritis.

b. Kontrak dinyatakan kritis apabila :

1) Dalam periode I (rencana fisik pelaksanaan 0% — 70%
dari kontrak), realisasi fisik pelaksanaan terlamba!
lebih besar 10% dar rencana;

Z) Dalam periode 11 (rencana fisik pelaksanaan 70% -
100% dar kontrak), realisasi fisk pelaksanaan
terlambat lebih besar 5% dari rencana.

3) Rencana fisik pelaksanaan 70% - 100% dari kontrak,
realisasi fisik pelaksanaan terlambat kurang dari 5%
dari rencana dan akan melampaui tahun anggaran
berjalan.

c. Penanganan kontrak kritis :

1) Dalam hal keterlambatan pada pasal 38.1 dan
penanganan kontrak pada pasal kritis 38.5
penanganan kontrak kritis dilakukan dengan Rapat
pembuktian (show cause meeting/SCM).

a) Pada saat kontrak dinyatakan kritis direksi
pekerjaan menerbitkan surat peringatan kepada
penyedia dan selanjutnya menyelenggarakan SCM.

b) Dalam SCM direksi pekerjaan, direksi teknis dan
penyedia membahas dan menyepakati besaran
kemajuan fisik yang harus dicapai oleh penyedia
dalam periode waktu tertentu (uji coba pertama)
yang dituangkan dalam berita acara SCM tingkat
Tahap L.

c) Apabila penyedia gagal pada uji coba pertama,

in



39. Peninggalan

maka harus diselenggarakan SCM Tahap Il yang
membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik
vang harus dicapai oleh penyedia dalam periode
waktu tertentu (wji coba kedua) yang dituangkan
dalam berita acara SCM Tahap II.

d) Apabila penyedia gagal pada uji coba kedua, maka
harus diselenggarakar SCM Tahap [II yang
membahas dan renyepakati besaran kemajuan fisik
yang harus dicapai oleh penyedia dalam perode
waktu tertentu (uji coba ketiga) yang dituangkan
dalam berita acara SCM Tahap 1.

e) Pada setiap uji coba yang gagal, PFK harus
menerbitkan surat peringatan kepada penyedia atas
keterlambatan realisasi fisik pelaksanaan pekerjaan.

2) kontrak secara sepihak dengan mengesampingkan
pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,

38.6 Dalam hal pemuiusan Kontrak dilakukan karena kesalahan
penyedia:

a. Jaminan Pelaksenaan dicairkan;

b. sisa Uang Muka harus dilunasi oleh penyedia atau
Jaminan Uang Muka dicairkan;

¢. penyedia membayar denda; dan/atau

d. penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam.

38.7 Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena PPK terlibat
penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau
pelanggararan persaingan sehat dalam pelaksanaan
pengadaan, maka FPK dikenakan sanksi berdasarkan
peraturan perundang-undangan.

Semua Bahan. Perlengkapan, Peralatan, Hasil Pekerjaan Sementara
yang masih berada di lokasi kerja setelah pemutusan Kontrak akibat
kelalaian atau kesalahan penyedia, dapat dimanfaatkan sepenuhnya
oleh PPK tanpa kewajiban perawatan. Pengambilan kembali semua
peninggalan tersebut oleh penyedia hanya dapat dilakukaa setelah
mempertimbangkan kepentingan PFK.

C. Hak dan Kewajiban Para Pihak

40. Hak dan
Kewajiban Para
Pihak

Hak-hak yang dimiliki serta kewajiban-kewajiban yang harus
dilaksanakan oleh FPK dan penyedia dalam melaksanakan kontrak,
meliputi:

40.1 Hak dan kewajiban FFK :

a. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilakssnakan
oleh penyedia;

b. meminta laporan-laporan secara periodik mengenai
pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh penvedia;

c. membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang
tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan kepada
penyedia; dan

d. memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang
dibutuhkar. oleh penyedia untuk kelancaran pelaksanaan

/F



41.

42.

43.

Penggunaan
Dokumen-
Dokumen
Kontrak dan

Hak Kekayaan
Intelektual

Penanggungan
dan Risiko

pekerjaan sesuai ketentuan kontrak.

40.2 Hak dan kewajiban penyedia :

a. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan
sesual dengan harga vang telah ditentukan dalam
kontrak;

b. berhak meminta fasilitas-fasilitas dalam beniuk sarana
dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan
pekerjaan sesuai ketentuan kontrak;

¢. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik
kepada FFK;

d. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai
dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah
ditetapkan dalam kontrak;

e. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara
cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan
menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan,
angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan
permanen maupun sementara yang diperlukan untuk
pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang
dirinci dalam kontrak:

f. memberikan keterangan-keterangan yang diverlukan
untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;

& menyerahkan hasil pekerjman sesuai dengan jadwal
penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam
kontrak; dan

h. mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk
melindungi lingkungan tempat kerja dan membatusi
perusakan dan gangzuan kepada masyarakat maupun
miliknya akibat kegiatan penyedia.

Fenyedia tidak diperkenankan menggunakan dan
menginformasikan dokumen kontrak atau dokumen lainnya yang
berhubungan dengan kontrak untuk kepentingan pihak lain,
misainya spesifikasi teknis dan/atau gambar-gambar, kecuali
dengan 1jin tertulis dari PPK,

Penyedia wajib melindungi FPK dari segala tuntutan atau klaim davi
pihak ketiga yang disebabkan penggunaan Hak Kekayaan
Intelektual (HAKI) oleh penyedia.

43.1 TPenyedia berkewajiban uctuk melindungi, membebaskan,
dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya
terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab,
kewejiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau
tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya
yang dikenakan terhadap FPK beserta instansinya (kecuali
kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan
kesalahan atau kelalaian berat PPK) schubungan dengan
klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak
Tanggal Mulai  Kerja sampai dengan  tanggal
penandatanganan berita acara penyerahan akhir:



44, Perlindungan
Tenaga Kerja

45, Pf:meiihnmn

46. Asuransi

43.2

43.3

3.4

44.1

44.2

44.5

444

a. kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda
penyedia, Subpenyedia (jika ada), dan Personil; .
b. cidera tubuh. sakit atau kematian Personil;
c. kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera
tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga;
Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal
penandatanganan berita acara penyerahan awal, semua
risiko kehilangan atau kerusakan Hasil Pekerjaan ini, Bahan
dan Ferlengkapan merupakan risiko penyedia, kecuali
kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh
kesalahan atau kelalaian FPK.
Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia hdalk
membatasi kewajiban penanggungan dalam angka 43 ini.
Kehilangan atau kerusakan terhadap Hasil Pekerjaan atau
Bahan vang menyatu dengan Hasil Pekerjaan selama
Targgal Mulai Keria dan batas akhir Masa Pemeliharaan
harus diganti atay diperbaiki oleh penyedia atas
tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan
tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian penyedia.

Penyedia dan Subpenyedia berkewajiban atas biaya sendiri
untuk mengikutsertakan Personilnya pada program Jaminan
Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) sepagaimana diatur dalam
peraturan perundang-undangan. =
Penyedia  berkewajiban untuk  mematuhi  dan
memerintahkan Personilnya untuk mematuhi peraturan
keselamatan ker'a. Pada waktu pelaksanaan pekerjaan,
penyedia beserta Personilnva diangzap telah membaca dan
memahami peraturan keselamatan kerja tersebut,

Penyedia berkewajiban atas biaya sendiri untuk
menyediakan kepada setiap Personilnya (termasuk Personil
Subpenyedia, jika ada) perlengkapan keselamatan kerja yang
sesuat dan memadai.

Tanpa mengurangi kewajiban penyedia untuk melaporkan
kecelakaan berdasarkan hukum yang berlaku, penyedia
akan melaporkan kepeda PPK mengenai setiap kecelakaan
yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini
dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah kejadian.

Penyedia berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah yang
memadal untuk melindungi lingkungan baik di dalam maupun di
luar tempat kerja dan membatasi gangguan lingkungan terhadap
pihak ketiga dan harta bendanya sehubungan dengan pelaksanaan
Kontrak ini.

46.1

Penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SPMK sampai

dengan tangga! selesainya pemeliharaan untuk:

a. semia barang dan peralatan yang mempunyai risiko
tinggi terjadinya kecelakazn, pelaksanaan pekerjaan,
serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala
risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta
risiko lain yang tidak dapat diduga;



47. Tindakan
Penyecia yang
Mensyaratkan
Persetujuan PPK
atau Pengawas
Pekerjaan

48. Laporan Hasil
Pekerjaan

46.2

47.1

48.1

48.2

48.3

458.4

48.5

48.6

b. pthak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat
kerjanya, dan

¢. perlindungan terhadap kegagalan bungunan.

Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran

dan termasuk dalam nilai kontrak.

Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu

persetujuan tertulis FPK sebelum melakukan tindakan-

tindakan berikut:

a. mensubkontrakkan sebagian pekerjaan;

b. menunjuk Personil yang namanya tidak tercantum dalam
Lampiran A SSKK;

¢. mengubah atau memutakhirkan program mutu;

d. tindakan lain yang diatur dalam SSKK.

Fenyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu

perselujuan  tertulis Fengawas Pekerjaan  sebelum

melakukan tindakan-tindakan berikut:

a. menggunakan spesifikasi dan gambar dalam angka 15
SSUK:

b. mengubah syarat dan ketentuan polis asuransi;

¢. mengubah Personil Inti dan/atau Peralatan;

d. tindakan lain yang diatur dalam SSKK.

Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan

kontrak untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan

yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan.

Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan

kemajuan hasil pekerjaan.

Untuk  kepentingan pengendalian dan pengawasan

pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatun pekerjaan

di lokasi pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai bahan

laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi

pekerjaan harian.

Laporan harian berisi:

a. Jenis dan kuantitas bahan yang berada di lokasi
pekerjaan;

b. penernpatan tenaga kerja untuk tiap macam tugasnya;

c. jenis, jumlah dan kondis: peralatan;

d. jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan;

e. keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa
alam lainnya yang berpengaruh terhadap kelancaran

jaan; dan

]
f. calatan-catatan lain yang berkenaan dengan
peiaksanaan.
Laporan harian dibuat oleh penyedia, apabila diperlukan
diperiksa oleh konsultan dan disetujui oleh wakil PPK.
Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian
dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu
minzgu, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan
dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu



49. Kepemilikan
Dokumen

50. Kerjasama
Antara Penyedia
dan Sub Penyedia

51. Usaha Mikro,
Usaha Keci! dan

Koperasi Kecil

52. Penyedia Lair:

bulan, serta kal-hal penting yang perlu ditonjolkan.

48.7 Untuk merekam kegiatan pelaksanaan proyek, FPFK
membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di
lokasi pekerjaan.

Semua rancangan, gambar, spesifikasi, desain, laporan, dan
dokumen-dokumen lain serta piranti lunak yang dipstsiapkan oleh
penyedia berdasarkan Kontrak ini sepenuhnya merupekan hak
milik PPK. Penyedia paling lambat pada waktu pemutusan atau
akhir Masa Kontrak berkewajiban untuk menyerahkan semua
dokumen dan piranti Junak tersebut beserta daftar rinciannya
kepada PPK. Penyedia dapat menyimpan 1 (satu) buah salinan tiap
dokumen dan piranti lunak tersebut. Pembatasan (jika ada)
mengenai penggunaan dokumen dan piranti lunak tersebut di atas
di kemudian hari diatur dalam SSKK.

50.1 Penyedia yanz mempunyai harga Kontrak di atas
Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) wajib
bekerja sama dengan penyvedia Usaha Mikro dan Usaha Kecil
serta koperasi kecil, yaitu dengan mensubkontrakkan
sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama,

50.2 Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut harus
diatur dalam Kontrak dan cisetujui terlebih dahulu oleh PPK.

50.3 Penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan
yang disubkontrakkan tersebut.

504 Ketentuan-ketentuan dalam subkontrak harus mengacu
kepada Kontrak serta menganut prinsip kesetaraan.

51.1 Apabila penyedia yang ditunjuk adalah penyedia Uszha
Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil, maka dalam kontrak
dimuat ketentuan bahwa pekerjaan tersebut harus
dilaksanakan sendiri oleh penyedia yang ditunjuk dan
dilarang diserahkan atau disubkontrakkan kepada pihak
lain,

51.2 Apabila penyedia yang terpilih adalah penvedia bukan
Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil, maka dalam
kontrak dimuat:

a. penyedia wajib bekerja sama dengan penyedia Usaha
Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil, antara lain dengan
mensubkontrakkan sebagiar pekerjaannya;

b. dalam melaksanakan kewajiban di atas penyedia ternilih
tetap bertanggungjawab pennh atas keseluruhan
pekerjaan tersebut;

¢. bentuk kerjasama tersebut hanya untuk sebagian
pekerjaan yang bukan pekerjaan utama; dan

d. membuat laporan periodik mengenai pelaksanaan
ketetapan di atas.

51.3 Apabila ketentuan tersebut di atas dilanggar, maka penyedia
dikenakan sanksi yang diatur dalam SSKK.

Penyedia berkewajiban untuk bekerjasama dan menggunakan



53. Keselamatan

54. Pembayaran
Denda

55. Jaminan

lokasi kerja bersama-sama dengan penyedia yang lain (jika ada)
dan pihak-pihak lainnya yang berkepentingan atas lokasi kerja. Jika
dipandang perlu, PPK dapat memberikan jadwal kerja penyedia
yang lain di lokasi kerja.

Penyedia bertanggung jawab atas keselamatan semua pihak di
lokasi kerja.

Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa

Denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap

kewajiban-kewajiban penyedia dalam Kontrak ini. PPK mengenakan

Denda dergan memoiong angsuran pembayaran prestasi pekerjaan

penyedia. Pembayaran Dendu tidak mengurangi tanggung jawab

kontraktual penyedia.

55.1 Jaminan Pelaksanzan diberikan kepada FPPK selambat-
lambatnya 14 (empat belas) hari keria setelah
diterbitkannya Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa
(SPPB]) sebelum dilakukan penandatanganan kontrak
dengan besar:

a. 5% (lima perseratus) dari nilai kontrak; atau — e

p. 5% (lima perseratus) dari nila’ total Harga Perkiraa
Sendiri (HFS) bagi penawaran yang lebih kecil dari 80%
(delapan puluh perseratus) HFS,

55.Z Masa berlakunya Jaminan Pelaksanzan sekurang-kurangnya
sejak tanggal penanda-tanganan kontrak sampai dengan
serah terima pertama pekerjaan (Provisions! Hand
Over/PHO).

55.3 Jaminan Pelaksanaan dikembalikan setelah pekerjaan
dinyatakan selesai 100% (seratus perseratus) dan diganti
dengan Jaminan Pemeliharaan atau menahan uang retensi
sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai kontrak;

554 Jaminan Uang Muka diberikan kepada PPK dalam rangka
pengambilan uang muka dengan nilai 100% (seratus
perseratus) dari besarnya uang muka;

55.5 Nilai Jaminan Uang Muka dapat dikurangi secara
proporsional sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan;

55.6 Masa berlakunya Jaminan Uang Muka sekurang-kurangnya
sejak tanggal persetujuan pemberian uang muka sampai
dengan tanggal penyerahan pertama pekerjaan (FHO).

55.7 Jaminan Pemelitharaan diberikan kepada PPK setelah
pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus perseratus).

55.8 FPengembalian Jaminan Pemeliharan dilakukan paling
lambat 14 fempat belas) hari kerja cetelah masa
pemeliharaan selesai dan pekerjaan diterima dengan baik
sesual dengan ketsntuan kontrak;

55.9 Masa berlakunya Jaminan Pemeliharaan sekurang-
kurangnya sejak tanggal serah terima pertama pekerjaan
(FHO) sampai dengan tanggal penyerahan akhir pekerjaan
(Final Hand Over/FHO);

D. Personil dan/atau Peralatan Penyedia

7



56. Personil Inti
dan/atau
Peralalan

E. Kewajiban PFK
57. Fasilitas

58. Peristiwa
Kompensasi

56.1
56.2

56.3

56.4

56.5

56.6

Personil inti dan/atau peralatan vang ditempatkan herus

sesual dengan yang fercantum dalam Dokumen Fenswaran,

Pengganhan personil inti dan/atau peralatan tidak boleh

dilakukan kecuali atas persetujuan tertulis PPE.

Penggantian personil inti dilakukan oleh penyedia dengan

mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada FPPK

dengan melampirkan riwayat hidup/pengalaman kerja

personil inti yang diusulkan beserta alasan penggantian,

FFK dapat menilai dan menyetujui penempatan/

penggantian personil inti dan/atau peralatan menurut

kualifikasi yang dibutuhkan.

Jika PPK menilai bahwa personil inti:

a. hidak mampu atau tidak dapat melakukan pekerjaan
dengan baik;

b. berkelakuan tidak baik; atau

. mengabaiksn pekerjaan yang menjadi tugasnya;

maka penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengzanti

dan menjamin personil inti tersebut meninggalkan lokasi

kerja dalam waktu 7 (tujith) hari sejak diminta oleh PFK.

Jika penggantian personil inti dan/atau peralatan perlu

dilakukan, maka penyedia  berkewajiban  untuk

menyediakan pengganti dengan kualifikasi yang setara atau

lebih baik dari personi] inti dan/atau peralatan yang

dizantikan tanpa biaya tambahan apapun.

Perscnil inti berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan

pekerjaannya. Jika diperlukan oleh FFK, Personil inti dapat

sewaktu-waktu aisyaratkan untuk menjaga kerahasiaan

pekerjaan di bawah sumpah.

PFK dapat memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana atau
kemudahan lainnya (jika ada) yang tercantum dalam SSKK untuk
kelancaran pelaksanan pekerjaan ini.

58.1

Peristiwa Kompensasi dapet diberikan kepada penyedia

dalam hal sebagai berikut:

a. PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi

pelaksanaan pekerjaan;

keterlambatan pembayaran kepada penyedia;

FPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi

dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;

penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal dalam
kontrak;

e. FFK menginsiruksikan kepada pihak penyedia untuk
melakukan  pengujian  tambahan  yang  setelah
dilaksanakan pengujian ternyata hdak ditemukan
kerusakan/kegagalan,' penyimpangen;

f. PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;

2. PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu

o

3
b



58.2

58.3

584

58.5

yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh

PP&;
h. ketentuan lain dalam SSKK.
Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran
tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan
maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi
dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian
pekerjaan.
Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data
penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh
penyedia kepada FPFK, dapat dibuktikan kerugian nyata
akibat Perishwa Kompensasi.
Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat
diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan
kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat
dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa
Kompensasi.
Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau
perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia
2agzal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam
mengantisipasi  atau  mengatasi dampak Peristiwa
Kompensasi.

F. Fembayaran kepada Penyedia

59. Harga Kontrak

60, Pembayzran

59.1

50.2

59.5

60.1

FFK membayar kepada venyedia atas pelaksanaan pekerjaan
dalam kontrak sebesar harga kontrak.

Harga kontrak telah memperhitungkan keuntungan, beban
pajak can biaya overhead serta biaya asuransi yang meliputi
Juga biaya keselamatan dan keschatan kerja.

Rincian harga kontrak sesuai dengan rincian yang
tercantum dalam daitar kuantiias dan.

Uaag muka

4. uang muka dibayar untuk membiayai mobilisasi
peralatan, personil, pembayaran uans tanda jadi kepada
pemasok material dan persiapan teknis lain; e

b. besaran uang muka ditentukan dalam SSKK dan dibayar
setelah penyedia menyerahkan Jaminan Uang Muka
senilai uang muka yang diterima;

c. penyedia harus mengajukan permohonan pengambilan
uang muka secara tertulis kepada PPK disertai dengan
rencana penggunaian uang muka untuk melaksanakan
pekerjaan sesuai Kontrak;

d. PFK harus mengajukan Surat Permintaan Pembayaran
(SFF) kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah
Membayar (PFSPM) untuk permohonan tersebut pada
huruf ¢, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah
Jaminan Uang Muka diterima;

e. Jaminan Uang Muka diterbitkan oleh bank umum,
perusahaan penjaminan, atau Perusahaan Asuransi
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f.

Umum yang memiliki izin untuk menjua! produk
jaminan (surelyship) yang ditetapkan oleh Menteri
Keuangan,

pengembalian uang muka harus diperhitungkan
berangsur-angsur secara proporsional pada sctiap
pembayaran prestasi pekerjaan dan paling lambat harus
linas pada saat pekerjaan mencapai prestasi 100%
(seratus perseratus).

Prestasi pekerjaan

a.

kibat adan prestasi hasil pekerjaan yang disepakati

dilakukan oleh FPK, dengan ketentuan:

1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan
kemajuan hasil pekerjaan;

2) pembayaran dilakukan dengan sistem bulanan,
sistem termin atau pembayaran secara m:kahgus
sesuai ketentuan da'am SSKK;

3) pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah
terpasang, tidak termasuk bahan/material dan
peralatan yang ada 4i lokasi pekerjaan;

4) pembayaran harus dipotong angsuran uang muka,
denda (apabila ada), pajak dan uang retensi; dan

5) untuk kontrak yang mempunyai sub kontrak,
permintaan pembayaran harus dilengkapi bukt
pembayaran kepada seluruh sub penyedia sesuai
dengan prestasi pekerjaan

. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan

selesai 100% (seratus perseratus) dan Berita Acara
penyerahan pertama pekerjaan diterbitkan;

PPK dalam kurun waktu 7 (twjuh) hari kerja setelah
pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus
sudah mengajukan Suvat Perminiaan Pembayaran (SPP)
kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar
(PPSFM);

. bila  terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan

angsuran, tdak akan menjadi alasan untuk menunda
pembayaran. FPK dapat meminta penyedia untuk
menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan
mengesampingkan  hal-hal yang sedang menjadi
perselisihan,

Denda dan gant rugi

a. denda merupakan sanksi finansial yang dikenakan

kepada penyedia;

b. ganti rugi merupakan sanksi finansial yang dikenakan

kepada PPK karena terjadinya cidera janji/wanprestasi;

¢. besarnva denda yang dikenakan kepada penyedia atas

keterlambatan penyelesaian pekerjaan untuk setiap hari

keterlambatan adalah:

1) 1/1000 (satu perseribu) dar sisa harga bagian
kontrak yang belum dikerjakan, apabila bagian
pekerjaar. yang sudah dilaksanakan dapat berfungsi;
atau
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Z) 1/1000 (satu perseribu) dari harga kontrak, apabila
bagian pekerjaan yang sudah dilaksanakan belum
berfungsi.

sasuai yang ditetapkan dalam S5KK;

d. besarnya ganti rugi vyang dibayar oleh PPK atas
keterlambatan pembayaran adalah sebesar bunga dari
milai tagihan yang teriambat dibayar, berdasarkan tingkat
suku bunga yang berlaku pada saat itu menurut
ketetapan  Bank Indonesia, atau dapat diberikan
kempensasi;

e. pembayaran denda dan/atau ganti rug: diperhitungkan
dalam pembayaran prestasi pekerjaan;

f. ganti rugi dan kompensasi kepada peserta dituangkan
dalam adendum kontrak;

2. pembayaran ganti rugi dan kompensasi dilskukan oleh
PPK, apabila penyedia telah mengajukan tagihan disertai
perhitungan dan data-data.

Semua pekerja dibayar selama hari kerja dan datanya
disimpan oleh penyedia. Daftar pembayaran ditandatangani
olch masing-masing pekerja dan dapat diperiksa oleh PPK.
Penyedia harus membavar upah hari kerja kepada tenaga
kerjanya setelah formulir upah ditandatangani.

Jam kerja dan waktu cuti untuk pekeria harus dilampirkan.

Pembayaran angsuran prestasi pekerjaan terakhir dilakukan
sctelah pekerjaan selesai 100% (seralus persen) dan berita
acara penyerchan awal berdasarkan telah ditandatangani
oleh kedua belah Pihak.

Sebelum pembayaran {erakhir dilakukan, penyedia
berkewajiban untuk menyerahkan kepada Fengawas
Pekerjaan rincian perhitungan nilai tagihan terakhir yang
jatuh tempo. FPK berdasarkan hasil penelitian tagihan oleh
Fengawas Pekerjaan berkewajiban untuk menerbitkan SPP
untuk pembayaran tagihan angsuran terakhir selambat-
lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tagihan dan
kelengkapan dokumen penunjang diterima oleh Fengawas
Pekerjaan.

FFK dapat menangguhkan pembayaran setiap angsuran
prestasi pekerjaan penyedia jika penyedia gazal atau lalai
memenuhi kewajiban kontraktualnya, termasuk penyerahan
setiap Hasil Fekerjaan sesuai dengan waktu yang telah
ditetapkan.

FPPK secara terfulis memberitahukan kepada penyedia
tentang penangguhan hak pembayaran, disertai alasan-
alasan yang jelas mengenai penangguhan tersebut. Penyedia
diberi kesempatan untuk memperbaiki dalam jangka waktu
tertentu.

Pembayaran yang ditangguhkan harus disesuaikan dengan
proporsi kegagalan atau kelalaian penvedia.
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Jika dipandang perlu oieh PFK, penangguhan pembayaran
akibat keterlambatan penverahan pekerjaan dapat dilakukan

bersamaan dengan pengenaan denda kepada penyedia.

[Harga yang tercantum dalam kontralk dapat berubah akibat
adanya penyesuaian harga sesuai dengan peraturan vang
berlaku.

Penyesuaian harga diberlakukan pada Kontrak Tahun Jamak

yang masa pelaksanaannya lebih dari 12 (dua belas) bulan

dan diberlakukan mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak
pelaksinaan pekerjaan.

Fenyesuaian Harga Satuan berlaku bagi seluruh

kegiatan/mata pembayaran, kecuali komponen keuntungan

dan biaya operasional sebagaimara tercantum dalam
penawaran.

Penyesuaian Harga Satuan diberlakukan sesuai dengan

jadwal pelaksanaan yang tercantum dalam kontrak

awal/adendum kontrak.

Penyesuaian Harga Satuan bagi komponen pekerjaan yang

berasal dari luar negeri, menggunakan indeks penyesuaian

harga dari negara asal barang tersebut,

Jenis pekerjaan baru dengan Harga Satuan baru sebagai

akibat adanya adendum kontrak dapat diberikan

penyesuaian harga mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejuk
adendum kontrak tersebut ditandatangani.

Kontrak vang terlambat pelaksanaannya disebabkan oleh

kesalahan Penyedia diberlakukan penyesuaian harga

berdasarkan indeks harga terendah antara jadwal awal
dengan jadwal realisasi pekerjaan.

Penyesuaian Harza Satuan, ditetapkan dengan rumus

sebagai berikut:

Hn = Ho (a+b.Bn/Bo+c.Cn/Co+d.Dn/Do+.....)

Hn = Harga Satuan pada saat pekerjaan dilaksanakan;

Ho Harga Satuan pada saat harga penawaran;

a Koefisien tetap yarg lerdiri atas keuntungan dan

overhead; Dalam hal penawaran tidak

mencantumkan besaran komponen keuntungan

dan overhead maka a = 0,15.

Koefisien komponen kontrak seperti tenaga kerija,

bahan, zlat kerja, dsb;

Penjumlahan a+b+c+d+....dst adalah 1,00.

Bn, Cn, Dn = Indeks harga komponen pada saat pekerjaan
dilaksanakan (mulai bulan ke-13 setelah
penandatanganan kontrak).

Bo, Cc, Do = Indeks harga komponen pada bulan ke-12
setelah penanda-tanganan kontrak.

Penetapan koefisien bahan, tenaga kerja dan alat kerja

ditetapkan dalam SSKK.

Indeks harga yang digunakan bersumber dari penerbitan

BFS.

I

I

b,c,d
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Perbaikan Cacat
Mutn

64.11 Dalam hal indeks harga tidak dimuat dalam penerbitan BPS,
digunakan indeks harga yang dikeluarkan oleh instansi
teknis.

G4.12 Rumusan penyesuaian nilai kontrak ditetapkan sebagai
berikut:

(Hn1xV1)+(HnZ2xV2)+(Hn3xV3)+.... dst

Nilai Kontrak setelah dilakukan penyesuaian Harga

Satuan;

Hn= Harga Satuan baru setiap jenis komponen pekerjaan
setelah dilakukan penyesuaian harga menggunakan
rumusan penyesuaian larga Sarian;

V = Volume setiap jenis komponen pekerjaan yang
dilaksanakan.

64.13 Fembayaran penyesuaian harga dilakukan oleh FPK, apabila
penyedia telah mengajukan tagihan disertai perhitungan
dan data-data:

6+.14 Penyedia dapat mengajukan secara berkala selambat-
lambatnya setiap 6 (¢nam) bulan.]

o

PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap
pelaksanaan pelkerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila
diperlukan, PPK dapat memerintahkan kepada pihak katiga untuk
melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan
pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

66.1 PPK dalam masa pelaksanaan pekerjaan dapat melakukan
penilaian atas hasil pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia.

66.2 Penilaian atas hasil pekerjaan dilakukan terhadap mutu dan
kemajuan fisik pekerjaan.

PPK afau Pengawas Pekerjaan akan memeriksa setiap Hasil
Pekerjaan dan memberitahukan penyedia secara tertulis atas setiap
Cacat Mutu yang ditemukan. PFX atau Pengawas Pekerjaan dapat
memerintahkan penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan
Cacat Mutu, serta menguji Hasil Pekerjaan yang dianggap oleh PPK
atau Pengawas Pekerjaan mengandung Cacat Mutu. Penyedia
bertanggung jawab atas perbaikan Cacat Mutu selama Masa
Kontrak dan Masa Pemeliharaan.

lika FPK atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk
melakukan pengujian Cacat Mutu yang bdzk tercantum dalam
Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan
adanya Cacat Mutu maks penyedia berkewajiban untuk
menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya
Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Feristiwa
Kompensasi.

69.1 FPPK atau Pengawas Pekerjaan akan %menyampaikan
pemberitahuan Cacat Mutu kepada penyedia segera setelah
ditemukan Cacat Mutu tersebut. Penyedia bertanggung
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Jawab atas cacat mutu selama Masa Kontrak dan Masa
Femeliharaan.

Terhadap pzmberitahuan Cacat Mutu tersebut, penvedia
berkewajiban untuk memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka
wakiu yang ditetapkan dalam pemberitahuan.

Jika penyedia tidak memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka
waktu yang ditentukan maka PPK, berdasarkan
pertimbangan Pengawas Pekerjaan, berhak untuk secara
langsung atav melalui pihak ketiga vang ditunjuk oleh FFK
melakukan perbaikan tersebut. Penyedia segera setelah
menerima klaim PPK secara tertulis berkewajiban untuk
mengganti biaya perbaikan tersebut. PFK dapat memperoleh
penggantian biaya dengan memotong pembayaran atas
tagihan peny=dia yang jatuh tempo (jika ada) atau uang
retensi atau pencairan Surat Jaminan Pemeliharaan atau jika
tidak ada maka biaya penggantian akan diperhitungkan
sebagai utang penyedia kepada PPK yang telah jatuh tempo.

FFK dapat mengenakan Denda Keterlambatan untuk setiap
keterlambatan perbaikan Cacat Mutu, dan
mendaftarhitamkan penyedia.

Jika Hasil Pekerjaan sebagaimana ditetapkan dalam SSKK
berupa bangunan maka PPK dan/atau penyedia terhitung
sejak tangzal penandatanganan berita acara penverahan
akhir bertanggung jawab atas kegagalan bangunan sesuai
dengen kesalahan masing-masing selama umur konstruksi
yang tercantum dalam SSKK tetapi tidak lebih dari 10
(sepuluh) tahun.

Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan,
dan menanggung fanpa batas PPK beserta instansinya
terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab,
kewuiiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau
tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan bilaya
yang dikenakan terhadap PPK beserta irstansinya (kecuali
kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan
kesalahan atau kelalaian PPK) sehubungan dengan klaim
kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera tubuh,
sakit atau kematian pihak ketiga yang timbul dari kegagalan
bangunan.

Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak
membatasi kewajiban penanggungan penyedia dalam angka
70 ini.

Penyedia berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara
semua dokumen yang digurakan dan ferkait dengan
pelaksanaan ini selama umur konstruksi yang tercantum
dalam SSKK tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun.

Para Pthak berkewajiban untuk berupaya sungguh-sun-ggt-.:h_

menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul
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dari atau berhubungan dengan Kontrak ini atau
interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan
ini.

Penyelesaian perselisthan atau sengketa antara para pihak
dalam Kontrak dapat dilakukan melalui musyawarah,
arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Para pithak bertindak berdasarkan asas saling percaya yang
disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam kontrak.
Fara pihak setuju untuk melaksanakan perjanjian dengan
jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak.
Apabila selama kontrak, salah satu pihak merasa dirugikan,
maka diupayakan tindakan vang terbaik untuk mengatasi
keadaan tersebut.

Untuk dan atas nama Untuk dan atas nama Penyedia
RSUD dr. Saedlran Mangun Sumarso PT. DWI PONGGO SETO

Ir. HASTO TRIADI

Kepala Cabang
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SURAT PERJANJIAN
NOMOR ~ :027/03/FPK/POLI
11/2021

TANGGAL  : 25 Juni 2021
SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)
A. Korespondensi Alamat Para Pihak sebagai berikut :

Satuan Kerja FPK : RSUD  dr. Soediran Mangun Sumarso
Kabupaten Wonogiri

Nama : Kepala Sub Bagian Rumah Tangga dan
Perlengkapan

Alamat : JI. Ahmad Yani No. 40, Wonogiri

Website : Website Pemerintah Kabupaten Wonogiri :

www. wonogirikab.go.id.
Telepon/Faksimili : (0273 ) 321042 / 321008.

Penyedia :
Nama 1 FT. DWI PONGGO SETO
Alamat : JIn. Singokobro No. 15 Ponorogo, Jawa
Timur
Telepon/Faksimili : 0352-481221/488849,
Email : dps_group(@yahoo.co.id
B. Wakil Sah Para  Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut :
Pihak Untuk PPK :
Tim Teknis dan Pengawas Pekerjaan.
Untuk Penyedia
Ir. HASTO TRIADI. selaku Kepala Cabang FT. DWI PONGGO
SETO

C. Tanggal Berlaku  Kontrak mulai berlaku sejak : tanggal 25 Jum 2021 s/d 24
Kontrak Desember 2021

D. Masa Masa Pemeliharaan berlaku selama : 6 (emam) bulan, atau 180
Pemeliharaan (seratus delapan puluh ) hari kalender

E. Umur Konstruksi Bangunan Hasil Pekerjaan memiliki wmur konstruksi :
10 (Sepuluh) tahun sejak tanggal penandatanganan Berita Acara
penyerahan akhir.

F. Pedoman Gambar "As bwilf’ dan/atau pedoman pengoperasian dan
Pengoperasian perawatan harus diserahkan selambat-lambatnya: 15 (lima belas)
dan Perawatan hari kalender setelah tanggal penandatanganan Berita Acara

: penyerahan awal.

G. Pembayaran Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SFF oleh PFK
Tagihan untuk pembayaran tagihan angsuran adalah 7 (twjuh) hari
kalender terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen

penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh FFK.

H. Pencairan Jaminan dicairkan dan disetorkan pada Kas BLUD RSUD dr.
Jaminan Soediran Mangun Sumarso Wonogiri. ”7



Tindnkgn
Mensyaratkan
Persetujuan PPK

atau Pengawas
Pekerjaan

Kepemilikan
Dokumen

Fasilitas

Sumber
Pembiayaan

. Pembayaran
Uang Muka

. Pembayaran
Pekerjaan

Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan FPK

adalah :

® Pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai dengan perencanaan
awal dan adanya pekerjaan tambah/kurang, karena
pertimbangan di lokasi pekerjaan demi kesempurnaan
bangunan;

* Pelaksanaan
Subkontraktor.

menggunakan

pekerjaan yang  harus

Tindakan lain oleh Penyedia yang memeriukan persetujuan
Fengawas Pekerjaan adalah ;

e Penentuan titik-titik dan peil bangunan;

e Pelaksanaan pekerjaan pemasangan struktur;

e Femakaian material untuk pelaksanaan pekerjaan.

Penyedia diperbolehkan mengsunakan salinan dokumen dan
piranti lunak yang dihasilkan dari Fekerjaan Konstruksi ini
dengan pembatasan sebagai berikut : hanya untuk pelaksanaan
dan pemeliharan hasil pekerjaan, serta untuk kepentingan
pemeriksaan oleh auditor pemeriksa dan sebagai pedoman
perilaian Tim Ahli Penilai bila ada kegagalan bangunan.

PPK akan memberikan fasilitas berupa : Tidak ada.

Kentrak Pengadaan Pekerjaan Konstruksi ini dibiayai dari,sumber
pendanaan: Perubahan anggaran BLUD RSUD dr. Soediran
Mangun Sumarso Wonogiri, tahun anggaran 2021 pada mata
anggaran : : FEMBANGUNAN POLI II PADA RSUD dr.SOEDIRAN
MANGUN  SUMARSO, dengsan kode rekening :
1.02.1.02.02.26.047.5.2.03.01.01.04

Pekerjaan Konstruksi ini dapat diberikan uang muka maksimal
sebesar Z0% (Dua Puluh persen) dari Nilai Kontrak.

Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara: Termin.

Pernbayaran berdasarkan cara tersebut di atas (termin)

dilaksanakan dengan ketentuan sepagai berikut :

1. Pembayaran angsuran/termijn pertama dapat dibayarkan
sebesar 40% (empat puluh persen) apabila prestasi pekerjaan
sudah mencapai kondisi fisik minimal 45% (empat puluh lima
persen);

2. Pada setiap pembayaran termin akan diperhitungkan terhadap

retensi jaminan pemeliharaan sebesar 5%, angsuran muka

yang dihitung secara proporsional, denda (jiks ada), dan
pajak-pajak sesuai ketentuan yang berlaku. -

Bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran,

besarnya tagihan yang dapat disetujui untuk dibayar setinggi-

tingginya sebesar 80% (delapan puluh persen) dari jumlah
nilai tagihan.

4. Pembayaran semua angsuran prestasi pekerjaan dilakukan
hanya sampai dengan 95% (semoilan puluh lima persen) dari
Nilai Kontrak selama Masa Kontrak. Sisa pembavaran 5%
(lima persen) ditahan selama Masa Pemeliharaan sebagai uang
retensi, dan thanya dapat dibayarkan apabila masa

A



Denda

. Penyelesaian
Perselisihan

Dokumen penunjang vang disyaratkan untuk mengajukan tagihan
pembaya:an prestasi pekerjaan:

. Surat Tagihan Pembayaran;
.?.. Berita Acara Hasil Pemeriksaan, yang dilengkapi dengan hasil
perhitungan volume setiap jenis pekerjaan yvang terpasang
perincian jumlah Tagihan atas pekerjaan yang sudah
terpasang
Kwitansi Pembayaran
SSP yang telah diisi, sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku;
Dan dokumen-dokumen lain sesual  ketentuan dalam
pengelolaaan keuangan.

»

RS

Untuk Penyesuaian Harga d:g,unakan indeks vang dikeluarkan
oleh 87, dan dalam Kontrak ini tidak diberiskukan penyesuaian
harga karena masa pelaksanaannya tidak melebihi 12 (dua belas)
bulan.

Untuk pekerjaan ini besar denda keterlambatan untuk setiap hari
keterlambatan adalah 1/1000 (satu perseribu) dari harga kontrak.

Jika perselisihan Para Fihak mengenai pelaksanaan Kontrak tidak
dapat diselesaikan secara damai maka Para Pihak menetapkan
lembaga penyelesaian perselisihan tersebut di bawah sebagai
Pemutus Sengketa : Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

“Semua sengketa vang timbul dari Kontrak ini, akan diselesaikan
dan diputus oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BAND
menurut peraturan-peraturan administrasi dan peraturan-
peraturan prosedur arbitrase BANI, yang keputusannya mengikat
kedua belah pihak yang bersengketa sebagai keputusan tingkat
pertama dan terakhir, Para Pihak setuju bahwa jumlah arbitrator
adalah 3 (tiga) orang. Masing-masing Fihak harus menunjuk
seorang arbitrator dan kedua arbitrator yang ditunjuk oleh Para
Pihak akan memilih arbitrator ketiga yang akan bertindak sebagai
pimpinan arbitrator.”

Untuk dan atas nama Untuk dan atas nama Penvedia
RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso FT. DW1 FONGGO SETO
Kabupaten Wonﬂgm _

Ir. HASTO TRIADI

Kepala Cabang



PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
dr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO
Jalan Jendral Ahmad Yani Nomor 40 Wonogin 57613

Telepon (0273) 321008, 321042 Faks. (0273) 321042
Email : rsud.soediran@gmail.com Website : rsudsoediran.com

BERITA ACARA PENYERAHAN LOKASI PEKERJAAN
Untuk pelaksanaan
PAKET PEKERJAAN PEMBANGUNAN POLI Il
PADA RSUD dr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO KABUPATEN WONOGIRI
Tahun Anggaran 2021

Nomor : 027/04/ PPK/POLI 11/2021

Pada hari ini Jum'at tanggal Dua Puluh Lima bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh
Satu bertempat di Ruang Pertemuan Kunthi RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso
Kabupaten Wonogiri, JI. Jendral A. Yani no 40 Giriwono, Wonogiri 57613, yang
bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : SLAMET PUJIANTO, S.Kep, MM
NIP : 19730721199303 1 004
Jabatan . Kepala Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapam

RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri
selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang bertindak untuk dan atas nama RSUD
dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogir yang berkedudukan di Jl.
Jendral A. Yani no 40 Giriwono, Wonogiri 57613, berdasarkan Surat Keputusan
Direktur RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri No. 136
Tahun 2020 Tanggal 28 Desember 2020 (selanjutnya disebut "PPK"), dan

2 Nama ' Ir. HASTO TRIADI

Jabatan : Kepala Cabang PT. Dwi Ponggo Seto

Yang bertindak untuk dan atas nama PT. Dwi Ponggo Seto yang berkedudukan di
Jin. Singokobro No. 15, Desa Siman, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo,
Jawa Timur berdasarkan Akta Pendiran No. 20, tanggal 6 Aprl 1976 .pada
Notaris DJOKO SOEPADMO, SH dan Akta perubahan terakhir No. 07, tanggal 2
Agustus 2017 pada Notaris HARTATI HADIWIJAYA, SH, serta Akta Pendirian
Cabang dan Kuasa Perseroan Terbatas, No. 31, tanggal 19 April 2021 pada
Notaris HARTATI HADIWIJAYA, SH, selanjutnya disebut "“Penyedia”)

Dari hasil tindak lanjut pemeriksaan bersama yang dilakukan oleh PPK, Penyedia dan
Tim Teknis Perencanaan di lokasi pekerjaan Pembangunan Gedung Poli || Pada RSUD
dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri, maka dengan ini PPK
menyerahkan seluruh lokasi kerja kepada Penyedia dengan ketentuan yang disetujui
oleh Penyedia sebagai berikut

1). Dalam pemeriksaan lapangan bersama tidak ditemukan hal-hal yang dapat
mengakibatkan perubahan isi Kontrak, maka tidak diperlukan adanya addendum
Kontrak di awal pekerjaan

2). Sebelum memulai pekerjaan Penyedia harus minta ijinfmemberitahu kepada
Kepala Wilayah setempat secara tertulis dengan tembusan disampaikan kepada
PP, dan Pengawas Pekerjaan, dan juga memberitahukan kepada masyarakat di

/Sy



3).

4),

5).

B).

7).

8).

9).

sekitarnya terhadap gangguan yang mungkin akan mereka rsakan pada saat
pelaksanaan pekerjaan.

Penyedia segera mendatangkan peralatan, material bangunan dan tenaga kerja
yang diperlukan. Setelah diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) oleh
PPK.

Penyedia harus membersihkan/membereskan halaman/permukaan tanah di
lokasi pekerjaan dari segala sesuatu (termasuk bekas bongkaran lama, dan
penebangan pohon-pohon dan akar-akarnya, pada area yang akan didirikan
bangunan) yang dapat menggangu kelancaran pekerjaan sesuai petunjuk atau
persetujuan Pengawas Pekerjaan.

Penyedia tidak diperkenankan menempatkan papan reklame dalam bentuk
apapun di lingkungan pekerjaannya, kecuali Papan Nama Proyek yang memang
harus dipasang sebelum pelaksanaan pekerjaan dimulai, atas biaya Penyedia
dengan ketentuan yang disyaratkan baik mengenal ukuran papan maupun
besarnya huruf.

Penyedia harus mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk
melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan
kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.

Atas terjadinya kerusakan lingkungan, bangunan-bangunan milik masyarakat,
dan/atau sarana-prasarana umum yang diakibatkan oleh kegiatan Penyedia,
maka Penyedia wajib menggantiimemperbaikinya dengan biaya dari Penyedia,
dan membebaskan PPK dan satuan kerjanya dari tuntutan apapun juga.

Penyedia bertanggungjawab penuh atas keselamatan semua pihak di lokasi
kerja.

Penyedia wajib memberitahukan kepada PPK dan kepada pihak yang berwenang
semua penemuan benda/barang yang mempunyai nilai sejarah atau penemuan
kekayaan di lokasi pekerjaan yang menurut peraturan perundang-undangan
dikuasai oleh Negara.

Dengan diserahkannya seluruh lokasi kerja dan PPK kepada Penyedia dengan berita
acara ini, maka setelah diterbitkannya SPMK, penyedia harus segera melaksanakan
pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya sesuai dengan ketentuan dalam berita
acara ini dan semua ketentuan dalam kontrak.

Demikian berita acara Penyerahan Lokasi Pekerjaan ini dibuat dan ditandatangani pada
hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas untuk dipakai dan dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Untuk dan atas nama Untuk dan atas nama Penyedia

RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso PT. DWI PONGGO SETO

Kabupaten ogiri
Pej j

Ir. HASTO TRIADI
Kepala Cabang




PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
dr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO
Jalan Jendral Ahmad Yani Nomor 40 Wonogiri 57613

Telepon (0273) 321008, 321042 Faks. (0273) 321042
Email : rsud.soediran@gmail.com Website : rsudsoediran.com

SURAT PERINTAH MULAI KERJA

Nomor : 027/05/ PPK/POLI 1112021
Untuk pelaksanaan
PAKET PEKERJAAN PEMBANGUNAN POLI I
PADA RSUD dr, SOEDIRAN MANGUN SUMARSO KABUPATEN WONOGIRI

Tahun Anggaran 2021

Yang bertandatanga di bawah ini :

Nama : SLAMET PUJIANTO, S.Kep. MM

NIP : 19730721199303 1 004

Jabatan - Kepala Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapam
RSUD dr, Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri

Alamat : JI. Jendral A. Yani no 40 Giriwono, Wonogin 57613

Selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;

Berdasarkan Surat Perjanjian Paket Pekerjgan Pembangunan Gedung Poli |l nomor:
027/03/PPK/POLI 11/2021 tanggal 25 Juni 2021, bersama ini memerintahkan :

Nama : PT. Dwi Ponggo Seto

Alamat : Jin. Singokobro No. 15, Desa Siman, Kecamatan Siman,
Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur

Yang dalam hal ini diwakili oleh : Ir. HASTO TRIADI

Selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

Untuk segera memulai pelaksanaan peerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan
sebagai berikut

1. Macam pekerjaan : Pembangunan Poli || pada RSUD dr. Soediran Mangun
Sumarso Kabupaten Wonaogiri

2. Tanggal mulai kerja : 25 Juni 2021

3. Syarat-syaral pekerjaan . sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak

4. Wakiu penyelesaian : selama 183 (Seratus delapan puluh tiga)

kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal
24 Desember 2021

5. Denda pelaksanaan/ : Terhadap setiap hari keterlambatan penyeleaian pekerjaan
Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar
1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak sebelum PPN
sesuai dengan Syarat-Syarat Khusus Kontrak.

Wonogiri , 25 Juni 2021
Untuk dan atas nama Untuk dan atas nama Penyedia
RSUD dr. Soediran Mangun Sumarm PT. DWI PONGGO SETO

Kepala Cahang




